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KEPUTUSAN 
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET  DAERAH 
KOTA SERANG
Nomor  :  900  / Kep.         - BPKAD  /2018
tentang
PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BPKAD
KOTA SERANG TAHUN 2019

	Menimbang
Memperhatikan
	:
	a.
	Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Serang Nomor 19 tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Serang Tahun 2019. Untuk pelaksanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang;

	
	
	b.



	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKAD tentang Penetapan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang Tahun 2019;

	Mengingat
	:
	
	

	
	
	1. 
	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

	
	
	2. 
	Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

	
	
	3. 
	Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	4. 
	Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

	
	
	5. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

	
	
	6. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

	
	
	7. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

	
	
	8. 
	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

	
	
	9. 
	Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

	
	
	10. 
	Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

	
	
	11. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

	
	
	12. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

	
	
	13. 
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

	
	
	14. 
	Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten Tahun 2010-2030;

	
	
	
	

	
	
	15. 
	Peraturan Daerah Provinsi BantenNomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Daerah (RPJMD)ProvinsiBantenTahun 2012-2017;

	
	
	16. 
	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang;

	
	
	17. 
	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota SerangTahun 2008-2025;

	
	
	18. 
	Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota SerangTahun 2010-2030;

	
	









	
	

	
	
	
	

	
	









	
	


















MEMUTUSKAN :
	Menetapkan
	:
	

	PERTAMA
	:
	Renja BPKAD Kota Serang Tahun 2019.

	KEDUA
	:
	Renja sebagaimana Diktum Pertama dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1     Latar Belakang 
1.2     Landasan Hukum 
1.3     Maksud dan Tujuan
1.4     Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH   TAHUN LALU
2.1  Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD 
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4    Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1   Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dan Provinsi
3.2   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3   Program dan Kegiatan
BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
4.1 Rencana Perkiraan Pendapatan Perangkat Daerah
4.2 Rencana Perkiraan Belanja Tidak Langsung
BAB V PENUTUP 

	
KETIGA
	
:
	
RENJA sebagaimana Diktum Kedua merupakan pedoman Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk melaksanakan program kegiatan Tahun Anggaran 2019.





	
KEEMPAT	
	
:
	
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


  
  Ditetapkan di Serang
pada tanggal  26 Juni 2018
          KEPALA BPKAD
          KOTA SERANG


ADANG DARMAWAN
NIP 19690425 199010 1 001
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